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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2OIl tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52621;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
DESTINASI PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR-
YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah
daerah.

2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat
DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.

4. DPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan adalah DPN yang
meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional
Borobudur-Yograkarta- Prambanan.

5. Rencana Induk DPN Borobudur-Yoryakarta-Prambanan
yang selanjutnya disebut RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan adalah dokumen perencanaan pengembangan
Kepariwisataan terpadu di DPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan tahun 2024 - 2044.

6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan,
masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan
pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil,
pergurLlan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media
massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan
pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta- Prambanan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan umsan
pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

Pasal2...

SK No 226502 A





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-
Pasal 5

(1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam
periode tahun 2024 - 2044 meliputi:
a. tahap pertama tahun 2024;
b. tahap kedua tahun 2025 - 2029;
c. tahap ketiga tahun 2O3O - 2034;
d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
e. tahap kelima tahun 2O4O - 2044.

(21 Rencana aksi tahap pertama tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

(3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi
tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

(1) RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan dijabarkan
dalam bentuk:
a. rencana keda kementerian/lembaga; dan
b. rencana keda pemerintah daerah pada DPN

Borobudur-Yo grakarta- Prambanan.
(21 Pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yograkarta-

Prambanan harus melaksanakan RIDPN Borobudur-
Yograkarta-Prambanan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah daerah.

(3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN
Borobudur-Yograkarta- Prambanan harus memelihara dan
menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun
sesuai dengan RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan.

Pasal 7

(1) Pengelolaan DPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan
oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan
pengelola di Kompleks Candi Borobudur sesuai dengan
kewenangannya.
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(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21,

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Bupati/wali kota pada DPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-
Yograkarta-Prambanan kepada Gubernur Jawa Tengah
dan Gubernur Daerah lstimewa Yograkarta berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RIDPN Borobudur-Yoryakarta-Prambanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

(21 Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa
Yograkarta, dan menteri/pimpinan lembaga terkait
melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan kepada Menteri berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-
Yograkarta-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.

(3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-
Yograkarta-Prambanan kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian bidang Kepariwisataan berdasarkan hasil
laporan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah
Istimewa Yograkarta, dan menteri/pimpinan lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

SK No 226506 A

Pasal 10. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7 -

Pasal 10

(1) RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan ditinjau setiap
5 (lima) tahun pada akhir tahap berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) hurlf a dilaksanakan pada akhir
tahap pertama.

(3) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-
Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian bidang Kepariwisataan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan
kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3)

diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang
Kepariwisataan.

Pasal 1 1

(1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Borobudur-
Yograkarta-Prambanan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA
NASIONAL BOROBUDUR-YOGYAKARTA-
PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini memberikan
perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan dapat menciptakan
manfaat ekonomi yang lebih besar berupa devisa dan pembukaan lapangan
kerja. Untuk mewujudkan sasaran pengembangan Pariwisata tersebut,
pemerintah pusat mencanangkan program pengembangan 1O (sepuluh)
destinasi Pariwisata prioritas, termasuk DPN Borobudur-Yoryakarta-
Prambanan (BYP). Pembangunan DPN BYP akan dilakukan melalui
penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan
pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Pengembangan
DPN BYP diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi pertumbuhan
ekonomi lokal dan mendorong perkembangan destinasi Pariwisata di
wilayah sekitarnya sehingga memberi peluang pendapatan dan pekerjaan
bagi masyarakat setempat.

Respon terhadap potensi Pariwisata di DPN BYP ditunjukkan oleh
perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke DPN BYP yang terus
meningkat hingga mencapai 447.79O (empat ratus empat puluh tujuh ribu
tujuh ratus sembilan puluh) wisatawan mancanegara pada tahun 2019.
Pangsa pasar wisatawan mancanegara terbesar berasal dari Malaysia,
Singapura, Jepang, dan Belanda. Perkembangan kunjungan wisatawan
nusantara ke DPN BYP juga terus meningkat hingga mencapai 13.363.680
(tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enarn ratus delapan puluh)
wisatawan nusantara pada tahun 2019. Perkembangan Pariwisata
di DPN BYP terus ditata agar dapat melayani permintaan dan
minat wisatawan yang semakin terdiversifikasi. Penataannya dipandu
melalui satu rencana induk terpadu yang bertumpu pada 3 (tiga)
kawasan yang masing-masing mewakili warisan budaya Jawa.
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Pertama, Kompleks Candi Borobudur tepatnya di Kecamatan Borobudur
dan Kecamatan Mungkid di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan situs
warisan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organizafion (UNESCO) dan beberapa candi serta desa-desa budaya di
sekitarnya. Kedua, Kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs
warisan dunia UNESCO dan Situs Ratu Boko di Kecamatan Prambanan di
Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prambanan di Daerah Istimewa
Yograkarta (DIY). Ketiga, yaitu Kota Yograkarta sebagai salah satu pusat
kebudayaan Jawa dimana modalitas warisan budaya dan sejarah menyatu
dengan kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan untuk
menawarkan ragam atraksi.

Penataan dilakukan berdasarkan RIDPN BYP yang secara khusus
diarahkan pada penanganan terhadap isu-isu utama dalam pengembangan
DPN BYP antara lain kepadatan penduduk, konektivitas yang kurang
memadai, layanan dasar yang kurang layak, dan manajemen destinasi yang
masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya manajemen situs cagar
budaya. RIDPN BYP diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan
tantangan dalam pengembangan Pariwisata di DPN BYP, antara lain:
1. keterbatasan produk Pariwisata yang ditawarkan;
2. ketergantungan yang tinggi pada Pariwisata budaya;
3. kepadatan wisatawan (ouertourisml di Candi Borobudur;
4. rendahnya apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai warisan budaya;
5. kawasan terbangun di sekitar kompleks candi didominasi oleh lahan

dengan status hak milik;
6. belum terpenuhinya standar internasional dalam aspek Daya Tarik

Wisata (DTW) dan interpretasi;
7. akses transportasi yang belum memadai;
8. infrastruktur layanan dasar yang belum memadai;
9. penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan

penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan dan
penebangan pohon di lereng Perbukitan Menoreh yang kritis rawan
longsor;

10. belum optimalnya upaya resiliensi bencana dan perubahan iklim;
1 1. rendahnya kapasitas masyarakat lokal;
12. kerangka kerja dan penegakan hukum yang lemah; dan
13. koordinasi dan perencanaan yang belum memadai.

Penanganan isu-isu tersebut dilaksanakan dengan melibatkan
keterpaduan dan kolaborasi lintas Pemangku Kepentingan, serta
menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan
aspek Kepariwisataan, cagar budaya, infrastruktur, kehutanan,
kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, serta
pengembangan wilayah secara regional yograkarta-Solo-Semarang
(Joglosemar). Hasilnya diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola
kelembagaan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan
kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dasar dan
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peluang usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha
bidang Pariwisata, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan peningkatan keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan RIDPN BYP telah mempertimbangkan segi kesehatan,
saat ini destinasi Pariwisata memasuki tahapan pemulihan pasca pandemi
COVID-19. Untuk meningkatkan standar Pariwisata berkelanjutan dalam
konteks kesehatan telah ditetapkan standar pelayanan Pariwisata berbasis
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta
ditetapkan menjadi SNI CHSE 9042:2021. Penetapan standar ini sesuai
dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kepercayaan
wisatawan dan investor.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap isu utama dalam pengembangan
DPN BYP dituangkan dalam RIDPN BYP yang terdiri atas:
1. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
2. sasaran dan arah pengembangan;
3. pelaksanaan pengembangan; dan
4. rencana aksi.

B. Visi

Visi pengembangan Pariwisata di DPN BYP secara terpadu pada
tahun 2024 - 2044 yaitu "Borobudur-Yoggakarta-Prambanan sebagai
destinasi Paiwisata berkelanjutan dan berkelas dunia berbasis pelestaian
kearifan budaga Jawa."

Visi ini dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan Pariwisata di
DPN BYP yang mampu merespons ragam minat wisatawan mancanegara
dan wisatawan nusantara dengan memperhatikan aspek pelestarian
warisan budaya yang ada dan penerapan Pariwisata berkelanjutan.
Makna yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut:
1. destinasi Pariwisata berkelanjutan: menunjukkan komitmen untuk

menjadikan Pariwisata sebagai hasil dari pengelolaan aset alam,
budaya, dan buatan yang dilakukan dengan benar sehingga
mendukung perbaikan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan
ekonomi masyarakat sekitar, baik di DPN BYP maupun destinasi
Pariwisata secara regional Joglosemar;

2. berkelas dunia: menunjukkan komitmen untuk mengembangkan DTw
yang unik dan atraktif, melengkapi warisan budaya kelas dunia yang
ada, mampu beradaptasi dengan tren Pariwisata yang terus berubah,
serta mampu mengurangi risiko bencana, perubahan iklim, dan
dampak lingkungan; dan

3. pelestarian kearifan budaya Jawa: menunjukkan komitmen untuk
melestarikan budaya Jawa dalam rangka mencapai nilai-nilai luhur
kehidupan manusia. Budaya Jawa yang dimaksud tidak hanya yang
berada di segitiga BYP tetapi tersebar pada skala yang lebih luas yaitu
wilayah Joglosemar.
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4. mengembangkan berbagai atraksi dan meningkatkan DTW yang

berkualitas; dan
5. meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk kelompok

masyarakat di bidang Pariwisata dan pelestarian cagar budaya.

D. T\rjuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pengembangan Pariwisata
di DPN BYP bertujuan untuk:
1. meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi

pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan ;

2. meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur
dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;

3. meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang digerakkan oleh
sektor Pariwisata; dan

4. mendorong investasi swasta yang bernilai tambah tinggi.

E. Ruang Lingkup

RIDPN BYP mencakup rencana pengembangan DPN BYP dalam
periode 2l (dua puluh satu) tahun, yang dilengkapi dengan rencana
pengembangan secara terinci untuk 1 (satu) tahun pertama.

RIDPN BYP disusun melalui serangkaian tahapan tentang kondisi dan
tantangan pengembangan Pariwisata di DPN BYP yang diselaraskan dengan
aspirasi Pemangku Kepentingan, yaitu:
1. analisis kelembagaan, hukum, regulasi, dan kerangka kebijakan baik

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
sektor Pariwisata di DPN BYP;

2. analisis permintaan dan peluang pengembangan kawasan destinasi
Pariwisata;

3. analisis kondisi awal rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur,
atraksi, dan fasilitas bagi wisatawan;

4. artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial ekonomi,
objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya, termasuk kesesuaian
jenis wisata dengan daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;

5. penyiapan visi, proyeksi pertumbuhan, dan beberapa skenario
pengembangan;

6. perincian skenario pengembangan terpilih yang menjadi dasar
perumusan rencana aksi;

7. pen5rusunan dokumen RIDPN BYP;
8. pelibatan partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

Pemangku Kepentingan dalam seluruh tahapan; dan
9. ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN BYP mengacu pada

dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memadukan
rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di
DPN BYP ke depan.

Beberapa . . .
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Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pertimbangan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OOl;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 49661
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 20ll tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2OlO - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52621;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol8 tentang Kerjasama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2O2O - 2024 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor 1O).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, juga perlu
memperhatikan:
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2Ol2
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2Ol2 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2OI2 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 46);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2Ol9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

4. Peraturan .
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4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2OlO tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OO9 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2Ol9 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor l2ll;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yograkarta
Tahun 2Ol9 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 1 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yograkarta Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah lstimewa
Yograkarta Tahun 2Ol2 - 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yograkarta Tahun 2Ol9 Nomor 1, Tambahan lrmbaran Daerah
Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 5 Tahun 2Ol9
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yograkarta
Tahun 2Ol9 - 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yograkarta
Tahun 2OL9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yograkarta Nomor 5); dan

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah
Istimewa Yograkarta Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yograkarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 2).
Secara administrasi kewilayahan, ruang lingkup DPN BYP mencakup

2 (dua) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta 2 (dua) kabupaten dan
1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yograkarta meliputi:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yograkarta;
3. Pemerintah Kabupaten Klaten;
4. Pemerintah Kabupaten Magelang;
5. Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
7. Pemerintah Kota Yograkarta.
Delineasi DPN BYP mencakup 3 (tiga) KSPN yaitu:
1. KSPN Borobudur dan sekitarnya;
2. KSPN Yograkarta Kota dan sekitarnya; dan
3. KSPN Prambanan-Kalasan dan sekitarnya.
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Ketiga KTA di DPN BYP memiliki DTW utama berbasis wisata budaya,
yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dan
warisan budaya dunia UNESCO, yaitu Kawasan Cagar Budaya Nasional
Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Prambanan,
Sumbu Filosofi Yograkarta, serta beberapa tujuan wisata lainnya seperti
wisata alam, wisata pedesaan, kampung wisata, wisata minat khusus,
meeting, incentiue, conuention, and exhibition, wisata belanja, serta
wisata kuliner.

Tabel 2. DTW di DPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan

KTA Nama DTW Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota
Borobudur Air Tedun

Curug Silawe
Alam Kajoran Kabupaten

Magelang

Air Terjun
Kedung Kayang Alam Sawangan Kabupaten

Magelang

Ketep Pass Alam Sawangan Kabupaten
Maeelane

Air Terjun
Sekarlangit Alam

Telaga Bleder Alam

Pemandian Air
Hangat Candi

Umbul
Alam

Grabag Kabupaten
Magelang

Grabag Kabupaten

Grabag Kabupaten
Magelang

Air Terjun
Sumuran

Punthuk
Setumbu

Alam Ngablak Kabupaten
Magelang

Alam Karangrejo Kabupaten
Magelang

Alam Borobudur Kabupaten
Magelang

Alam Borobudur Kabupaten

Bukit Rhema
(Gereja Ayam)

Bukit Barede

Punthuk
Mongkrong Alam Borobudur Kabupaten

Magelang

Bekas Danau
Purba Alam Borobudur Kabupaten

Magelang
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KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Agrowisata
Desa

Borobudur
Alam Borobudur Kabupaten

Magelang

Agrowisata
Sentra Nanas Alam Borobudur Kabupaten

Magelang

Agrowisata
Honey Bee

Garden (Desa Alam Borobudur Kabupaten
Magelang

Giri

usur Sungai Elo Alam Mungkid Kabupaten
M

Punthuk
Mangir Gunung

Payung
Alam Tempuran Kabupaten

Magelang

Taman Wisata
Karang Wulan Alam Kaliangkrik Kabupaten

Magelang
Saujana

Perkampungan Alam Kaliangkrik Kabupaten
MagelangGun

Bukit Menoreh Alam Bagelen
Kabupaten

o

Candi Ngawen Budaya Muntilan Kabupaten
Magelang

Candi Mendut Budaya Mungkid Kabupaten

Candi
Borobudur Budaya Borobudur Kabupaten

Magelang

Candi Pawon Budaya Borobudur Kabupaten

Wisata
Palbapang Budaya Borobudur Kabupaten

Magelang
Candi Kenyo Budaya Borobudur Kabupaten
w

Situs
Brongsongan Budaya Borobudur Kabupaten

Magelang

Kabupaten
Magelang

Situs Brongsong Budaya Borobudur
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KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Candi Brangkal Budaya Borobudur Kabupaten
Magelang

Situs Dipan Budaya Borobudur Kabupaten
Magelang

Candi Asu Sengi Budaya Dukun Kabupaten
Magelang

Candi Pendem Budaya Dukun Kabupaten
Magelang

Bukit Gunung
Gono

Budaya Dukun Kabupaten
Magelang

Candi Lumbung Budaya Sawangan Kabupaten
Magelang

Secang
Kabupaten
Magelang

Salam Kabupaten
Magelang

Salam Kabupaten
Magelang

Salam Kabupaten

Windusari Kabupaten
Magelang

Candi Retno Budaya

Candi
Gunungsari Budaya

Candi Losari Budaya

Candi Gunung
Wukir Budaya

Candi Selogriyo Budaya

Candi Batur Budaya Windusari Kabupaten
Magelang

Situs Plandi Budaya Merto5rudan
Kabupaten
Magelang

Situs Samberan Budaya

Budaya

Tempuran Kabupaten
Magelang

Situs Bowongan Tempuran Kabupaten
Magelang

Festival Telaga
Bleder Buatan Grabag Kabupaten

Magelang
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KTA Nama DTW

Makam Kerkop
Mendut

Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota

Buatan Mungkid Kabupaten
Magelang

Taman Rekreasi
Mendut Buatan Mungkid Kabupaten

Magelang

Borobudur
Marathon Buatan Borobudur

Trisuci Buatan BorobudurWaisak

Gelar Budaya
Wanurejo Buatan Borobudur

Festival Kali Elo Buatan Borobudur

Makanan Buatan BorobudurDjadoel

budur Island Buatan BorobudurPark Candirejo
Borobudur Art

Center dan
Village Healthy
Life di Rumah

Dharma

Buatan Borobudur

w o

Floating Market
Bigaran Buatan Borobudur

Kampung
Dolanan Buatan Borobudur

o

Galeri dan
Bambu Buatan Borobudur

Kebonsari

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Kabupaten
Magelang

Pasar Wisata
dan Rest Area Buatan

Sam
Borobudur Kabupaten

Magelang

Sentra Tahu
Taniunssari Buatan Borobudur Kabupaten

Maeelane

SK No 226522 A

Wisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Wisata Industri
Pengolahan Air
Minum Skala

Desa Sambene

Buatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Arena Rekreatif
dan Swafoto
Svargabumi
Nsadihario

Buatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Desa Wisata
Candirejo Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Wanurejo Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Karangrejo Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Borobudur Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Karanganyar Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata Buatan Borobudur Kabupaten
Maselans

Desa Wisata
Giripurno Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang
Desa Wisata
Giritensah Buatan Borobudur Kabupaten

Maselane
Desa Wisata

Sambeng Buatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Desa Wisata
Ngadiharjo Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Majaksingi Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata
Bigaran Buatan

Desa Wisata
Kebonsari Buatan

Borobudur Kabupaten
Magelang

Borobudur Kabupaten
Magelang
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KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Desa Wisata
Ngargogondo

Buatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Desa Wisata
Tanjungsari Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang

Desa Wisata Buatan Borobudur Kabupaten

Desa Wisata Buatan Borobudur Kabupaten
o

Desa Wisata
Kenalan Buatan Borobudur Kabupaten

Desa Wisata
Tegalarum Buatan Borobudur Kabupaten

Magelang
Desa Wisata Buatan Borobudur Kabupaten

Kem
Taman Wisata
dan Rest Area Buatan Candimulyo Kabupaten

Magelang

Yograkarta Penyangga
Obyek Wisata
Gembira Loka

Alam Kotagede
Kota

Yograkarta

Gethekan
Susur Sungai

dan Gajah
Wons Riverwalk

Alam Umbulharjo Kota
Yoryakarta

Puncak
Suroloyo Alam Samigaluh Kabupaten

Kulon Progo

Perkebunan
Teh Nglinggo

AIam Samigaluh Kabupaten
Kulon Progo

Alam Girimulyo Kabupaten
Kulon

Alam Kokap Kabupaten
Kulon Progo

Goa Kiskendo

Kalibiru

Tradisi Apeman
dan Ruwahan Budaya Gedongtengen Kota

Yograkarta
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KTA Nama DTW Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota

Kawasan
Malioboro-

Margamulya
Budaya

Gedongtengen,
Danurejan, dan
Gondomanan

Kota
Yograkarta

Kraton Budaya Kraton Kota
Y

Taman Sari Budaya Kraton Kota
Y

Pagelaran
Kraton Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Museum Kereta
Kraton Budaya Kraton Kota

Yograkarta
Penyangga

Obyek Wisata
Tamansari dan

Kraton
Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Ndalem
Mangkubumen Budaya Kraton Kota

Yograkarta
Ndalem Budaya Kraton Kota

Ndalem
Wiragunan Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Ndalem
Purwodirjan Budaya Kraton Kota

Yograkarta
Ndalem

Kaneman Budaya Kraton Kota

Ndalem
Pakuningratan Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Ndalem
Joyokusuman Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Seni Budaya
Lokal Pathuk Budaya Kraton Kota

Yograkarta

Museum
Sonobudoyo Budaya Gondomanan Kota

Yograkarta
Kota

Y
Istana Gedung Budaya Gondomanan
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KTA Nama DTW Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota

Penyangga Area
Wisata

Malioboro dan
Kraton

Budaya Gondomanan Kota
Yograkarta

Masjid Gede
Kauman Budaya Gondomanan

Kota
Yograkarta

Seni Budaya
Lokal

Ratmakan
Budaya Gondomanan Kota

Yograkarta

Makam Raja
Mataram Budaya Kotagede

Kota
Yogyakarta

Kraton
Kotagede

Budaya Kotagede
Kota

Yograkarta

Ndalem Kedaton
Purbayan Budaya Kotagede

Kota
Yogzakarta

Cokroyr-rdan
Kotagede

Budaya Kotagede
Kota

Yograkarta
Mbumen
Kotagede

Budaya Kotagede
Kota

Yogyakarta
Kemasan
Mboharen
Kotagede

Budaya Kotagede
Kota

Yograkarta

Upacara Adat
Wiwitan Budaya Kotagede

Kota
Yograkarta

Berbagai Seni
Pertunjukan

dan Hasil
Budaya

Tradisional
Kotasede

Budaya Kotagede
Kota

Yograkarta

Sendratari
Ballet

Ramayana di
Purawisata

Budaya

Budaya

Mergangsan Kota
Yograkarta

Bangunan
Cagar Budaya

Ndalem
Djoyodipuran

Mergangsan Kota
Yograkarta
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KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Kesenian
Ralryat Reog

Dor dan
Barongan

Budaya Tegalrejo
Kota

Yograkarta

Seni Macapat
dan Karawitan Budaya Tegalrejo

Kota
Yosyakarta

Museum Batik
Sulaman Budaya Pakualaman Kota

Yogyakarta
Penyangga

Kawasan Obyek
Wisata Kraton

Kadipaten
Pakualaman

Budaya Pakualaman Kota
Yograkarta

Berbagai Seni
Pertunjukan

dan Hasil
Budaya

Tradisional
Pakualaman

Budaya Pakualaman Kota
Yograkarta

Museum Puro
Pakualaman Budaya Pakualaman Kota

Yopvakarta
Atraksi

Karawitan Ki Budaya Umbulhado
w

Kota
Yograkarta

Seni Budaya
Lokal

Joso\rudan
Budaya Jetis Kota

Yograkarta

Seni Budaya
Lokal

Suryatmajan
Budaya Danurejan Kota

Yograkarta

Seni Budaya
Lokal

Panembahan
Budaya

Budaya

Danurejan Kota
Yograkarta

Panggung
Krapyak Sewon Kabupaten

Bantul
Atraksi Edukasi
Satwa dan Agro
Gembira L,oka

Tata Kelola
Pertanian Kota

Buatan Kotagede Kota
Yograkarta

Buatan Kotagede Kota
Yosvakarta
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KTA Nama DTW
Jenis

Wisata Kecamatan Kabupaten/
Kota

Pembuatan
Kuliner Keripik Buatan Kotagede

Kota
Yograkarta

Berbagai Wisata
Kuliner Buatan Kotagede

Kota
Yosvakarta

Kampung
Penghasil
Souvenir

Buatan Kotagede
Kota

Yograkarta

Kuliner
Lapangan
Karanqan

Buatan Kotagede
Kota

Yograkarta

Festival Kipo Buatan Kotagede
Kota

Yoevakarta
Pusat Kerajinan
dan Kuliner XT

Square
Buatan Umbulharjo Kota

Yograkarta

Tempat
Pembuatan

Gamelan dan
Peralatan

Pertukangan
dan Pertanian

Buatan Umbulharjo Kota
Yograkarta

Pusat Kerajinan
dan Kuliner XT Buatan Umbulharjo Kota

Yograkarta

Industri
Pembuatan

Replika
Buatan Umbulharjo Kota

Yograkarta

Makam Ki Hajar
Dewantara Buatan Umbulharjo Kota

Yograkarta
Sanggar
Edukasi Buatan Tegalrejo

Kota
Yosyakarta

Kerajinan
Bahan Daur
Ulang dan

Kuliner Jajanan
Pasar

Buatan Tegalrejo Kota
Yograkarta

Museum Sasana
Wiratama
Pangeran

Diponesoro

Buatan Tegalrejo Kota
Yoryakarta
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KTA Nama DTW Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota
Wisata Kuliner
Seperti Jamu
Ginggang dan Buatan Pakualaman Kota

Yograkarta
Permata

Museum
Sasmitaloka

Panglima Besar
Jenderal
Sudirman

Buatan Pakualaman Kota
Yograkarta

Outbound
Susur Sungai Buatan Mergangsan Kota

Yograkarta
Museum

Dewantara Kirti Buatan Mergangsan Kota
Yograkarta

Museum
Perjuangan Buatan Mergangsan Kota

Yograkarta
Museum Biologi

Universitas Buatan Mergangsan Kota
YograkartaMada

Wisata Sungai Buatan Jetis Kota
Y

Wisata Sungai
Ratmakan Buatan Gondomanan Kota

Y
useum Benteng

Vredeburg Buatan Gondomanan Kota
Yograkarta

Wisata Sungai Buatan Danurejan Kota

Museum Pusat
Angkatan Darat

Dharma
Wiratama

Buatan Gondokusuman Kota
Yograkarta

Museum Sandi Buatan Gondokusuman Kota
Yoryakarta

Sentra
Pembuatan Buatan Kraton Kota

YograkartaPathuk

Museum Bahari Buatan Wirobrajan Kota
Yograkarta

Kabupaten
Kulon

Goa Maria Buatan Kalibawang
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KTA Nama DTW Jenis
Wisata Kecamatan Kabupaten/

Kota
Prambanan Agrowisata Alam Prambanan Kabupaten

SlemanBukit
Susur Sungai

Opak Alam Kalasan Kabupaten
Sleman

Candi
Prambanan Budaya Prambanan Kabupaten

Sleman

Candi ljo Budaya Prambanan Kabupaten
Sleman

Candi
Banyunibo Budaya Prambanan Kabupaten

Sleman

Candi Barong Budaya Prambanan Kabupaten
Sleman

Situs Ratu Boko Budaya Prambanan Kabupaten
Sleman

Candi
Dawangsari Budaya Prambanan Kabupaten

Sleman

Candi Gupolo Budaya Prambanan Kabupaten
Sleman

Kabupaten
Klaten

Kabupaten
Klaten

Candi Gana Budaya Prambanan

Candi Sojiwan Budaya Prambanan

Candi Plaosan Budaya Prambanan Kabupaten
Klaten

Candi Kalasan Budaya

Candi Kedulan Budaya

Candi Sari Budaya

Taman Wisata
Candi

Prambanan
Buatan

Botanical
Heritage Park Buatan

Kalasan Kabupaten
Sleman

Kalasan Kabupaten
Sleman

Kalasan Kabupaten
Sleman

Prambanan Kabupaten
Sleman

Prambanan Kabupaten
Klaten

Tebing Breksi Buatan Prambanan Kabupaten
Sleman

BABII ...
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Pengembangan Pariwisata di DPN BYP diharapkan dapat menciptakan

tambahan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja terampil, baik pada
tingkat manajer atau pengelola maupun pekerja. Potensi tambahan
lapangan kerja diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja mencapai lebih
dari 380.OO0 (tiga ratus delapan puluh ribu) orang. Tambahan lapangan
kerja ini tidak hanya disumbangkan oleh pengembangan Pariwisata di
3 (tiga) KTA, tetapi juga didukung oleh pengembangan di delineasi
perluasan dalam segitiga perkotaan Joglosemar.

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas Pariwisata diperkirakan akan
meningkatkan kebutuhan lahan di DPN BYP seluas 1.805,5 Ha (seribu
delapan ratus lima koma lima hectare) untuk memfasilitasi pembangunan
permukiman 35,6Yo (tiga puluh lima koma enam persen), hotel dan pondok
wisata (homestayl ll,9o/o (sebelas koma sembilan persen), dan amenitas
lainnya 52,5o/o (lima puluh dua koma lima persen) sampai dengan
tahun 2044.

B. Arah Pengembangan

Kebijakan pengembangan RIDPN BYP dalam periode tahun
2024 - 2044 diarahkan untuk:
1. menangani isu strategis, yaitu penyediaan infrastruktur dasar dan

aksesibilitas, peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata,
peningkatan tata kelola destinasi dan lingkungan, serta peningkatan
kemudahan berinvestasi dan berusaha;

2. mengembangkan akses pasar dan meningkatkan diversifikasi
destinasi, termasuk produk dan layanan wisata; dan

3. meningkatkan keberlanjutan Pariwisata di DPN BYP agar dapat
memberi manfaat yang optimal untuk perbaikan kualitas kehidupan
masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pelestarian budaya, dan
peningkatan kualitas lingkungan dan resiliensi bencana.
Arah pengembangan tersebut dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan

yaitu:
1. TAHAP PERTAMA: PENINGKATAN INTEGRASI KTA (Tahun 2024)'

Tahap pertama difokuskan pada peningkatan integrasi
kelembagaan dan kerjasama Pemangku Kepentingan, konektivitas dan
aksesibilitas, kesadaran dan perilaku para Pemangku Kepentingan
dalam melestarikan nilai penting objek pemajuan kebudayaan, dan
cagar budaya kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam
pemanfaatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata,
serta adaptasi teknologi untuk pengembangan Pariwisata.
Pengembangan pada tahap ini akan difokuskan ke kawasan cagar
budaya, yaitu BYP dengan strategi untuk:
a. mendorong komitmen koordinasi dan kolaborasi antar Pemangku

Kepentingan;
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b. mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengaturan bentang

pandang dan intensitas kawasan terbangun;
c. membentuk struktur pengelolaan yang terintegrasi dalam

manajemen destinasi tunggal (single destination management)
yang merupakan manajemen profesional yang dapat
mengintegrasikan aspek wisata dan pengembangan ekonomi
terutama Pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian
cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;

d. melestarikan cagar budaya melalui pelindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan dengan fokus pada KTA, seperti dalam amanat
peraturan perrrndang-undangan dan rekomendasi dari UNESCO;

e. meningkatkan kesadaran dan komitmen para Pemangku
Kepentingan untuk melestarikan kearifan lokal, pemanfaatan
untuk Pariwisata dan aktivitas lainnya, pengelolaan
persampahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat. Peningkatan kesadaran ini didukung peningkatan
kapasitas Pemangku Kepentingan, termasuk aparatur
pemerintah, pengembang DTW, pemandu wisata, staf akomodasi
dan fasilitas wisatawan, serta masyarakat yang tinggal di dalam
dan di sekitar kawasan cagar budaya;

f. penyiapan readiness criteria untuk meningkatkan konektivitas
dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama
Bandar Internasional Yograkarta (YIA), Stasiun Kereta Api Tugu,
dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dan antar KTA
DPN BYP menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau
kereta api (lintas YlA-Yograkarta), termasuk proyek-proyek yang
akan dilaksanakan pada tahap kedua; dan

g. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi
informasi komunikasi terkini serta kemampuan adaptasi
teknologi untuk peningkatan layanan Pariwisata yang berkualitas
dan terintegrasi.

TAHAP KEDUA: PERCEPATAN I (Tahun 2025 - 2029)
Tahap kedua melanjutkan integrasi kelembagaan dan kerja sama

Pemangku Kepentingan, konektivitas dan aksesibilitas, serta
peningkatan fungsi Pariwisata secara intensif yang mampu menarik
segmen pasar baru, dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan
dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
mendukung pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur,
diversifikasi atraksi, peningkatan literasi, bakat dan kompetensi SDM
terampil untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata, dan
pengembangan produk wisata yang semakin bervariasi.

Strategi yang dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
a. mendorong komitmen koordinasi dan kolaborasi antar Pemangku

Kepentingan;
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b. meningkatkan kapasitas Pemangku Kepentingan, termasuk

aparatur pemerintah, pengembang DTW swasta, pemandu wisata,
serta staf akomodasi dan fasilitas wisata dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan di tempat wisata, transportasi
umum, akomodasi dan fasilitas, serta pengalaman wisata dan
nilai tambah;

c. mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengaturan bentang
pandang dan intensitas kawasan terbangun;

d. memantapkan kualitas layanan atraksi dan amenitas budaya
serta memperkenalkan atraksi non budaya seperti wisata buatan
dan alam untuk diversifikasi tema untuk peningkatan pilihan
wisata;

e. pembangunan secara bertahap untuk peningkatan konektivitas
dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama
(Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api T\rgu, dan Terminal
Penumpang Tipe A Giwangan) dan antar KTA DPN BYP
menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api
(lintas YlA-Yograkarta dan reaktivasi kereta api lintas
Ambarawa-Magelang-Borobudur-Yograkarta) yang terintegrasi
dengan kapasitas yang memadai;

f. melakukan pembangunan infrastruktur aksesibilitas, amenitas,
dan perlindungan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah
yang sudah dipersiapkan pada tahap pertama;

g. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi
informasi komunikasi terkini serta kemampuan adaptasi
teknologi untuk peningkatan layanan Pariwisata yang berkualitas
dan terintegrasi; dan

h. meningkatkan fungsi pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan aset budaya di KTA Borobudur dan KTA Prambanan
untuk menjadikan destinasi wisata budaya berkelas dunia.

TAHAP KETIGA: PERCEPATAN II (Tahun 2030 - 2034)
Tahap ketiga difokuskan pada peningkatan kualitas layanan

infrastruktur, kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam
pemanfaatan rLtang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
mendukung pelestarian di Borobudur yang didukung keseimbangan
pemanfaatan sumber daya alam di kawasan DPN BYP. Strategi yang
dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
a. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik (kelistrikan,

komunikasi, air bersih, sanitasi, pengolahan persampahan, dan
pengelolaan lingkungan, termasuk sumber daya air) di kawasan
Pariwisata. Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait
peningkatan sanitasi, perbaikan pengelolaan air tanah untuk
menghentikan pengambilan berlebihan air tanah, pengurangan
pembuangan sampah dan peningkatan pengolahan sampah, serta
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mencapai 3Oo/o (tiga puluh persen) kawasan hrjau dengan
menghentikan deforestasi dan praktek pertanian yang tidak
berkelanjutan, terrrtama di daerah hulu sungai, melalui
peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan insentif, dan
penegakan hukum;

b. meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang
berkelanjutan yang didukung dengan perluasan penggunaan
energi terbarukan;

c. melanjutkan pembangunan untuk peningkatan konektivitas dan
aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama
(Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api T\rgu, dan Terminal
Penumpang Tipe A Giwangan) dan antar KTA DPN BYP
menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api
(lintas YlA-Yograkarta dan reaktivasi kereta api lintas
Ambarawa-Magelang-Borobudur-Yograkarta) yang terintegrasi
dengan kapasitas yang memadai serta peningkatan frekuensi dan
kualitas layanan transportasi yang terintegrasi; dan

d. meningkatkan diversifikasi wisata antara lain wisata meeting,
incentiue, conuention, and exhibition di Kota Yograkarta, wisata
minat khusus di kawasan otorita Badan Otorita Borobudur (BOB),
dan wisata berbasis event dan edukasi yang akan dikembangkan
di Kawasan DPN BYP yang didukung potensi alam dan budaya.

TAHAP KEEMPAT: INTEGRASI DEKONSENTRASI (Tahun 2035 - 2039)'
Tahap keempat difokuskan pada pengembangan atraksi unggulan

baru dan peningkatan kualitas layanan konektivitas antar KTA
DPN BYP dengan perluasan wilayah Joglosemar. Strategi yang
dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
a. pengembangan pemasaran dengan alternatif paket

perjalanan wisata berdasarkan arah pintu masuk
meliputi Semarang-Karimunjawa-Sangiran-Solo-Merapi-
Borobudur- Dieng- Prambanan ;

b. mengintegrasikan Borobudur sebagai destinasi prioritas dengan
destinasi lainnya di wilayah Joglosemar;

c. peningkatan frekuensi dan kualitas layanan transportasi yang
terintegrasi melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas
KTA dari dan ke simpul transportasi utama Daerah Istimewa
Yograkarta (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api T\rgu, dan
Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan wilayah Joglosemar
(Bandar Udara Internasional Ahmad Yani dan Bandar Udara
Internasional Adi Soemarmo), Terminal Penumpang Tipe A
(Mangkang dan Tirtonadi), Stasiun Kereta Api (Tawang dan Solo
Balapan) dan antar KTA DPN BYP dengan Kawasan Joglosemar
menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api

(lintas . . .
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(lintas Bandar Udara YlA-Yograkarta yang terintegrasi dengan
kapasitas yang memadai;

d. optimalisasi Kota Semarang sebagai pintu masuk utama
wisatawan mancanegara dengan moda kapal pesiar; dan

e. rencana pengembangan kawasan Purwomanggung meliputi
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

TAHAP KELIMA: DIVERSIFIKASI WISATA (Tahun 2O4O - 20441
Tahap kelima pengembangan Pariwisata yang difokuskan pada

penguatan keberlanjutan Pariwisata yang berdampingan secara
harmonis dengan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar
budaya serta sumber daya alam, peningkatan kompetensi SDM
terampil yang berdaya saing, serta perkembangan aktivitas sosial
ekonomi di kawasan DPN BYP khususnya dan kawasan Joglosemar
secara keseluruhan. Pelaksanaannya mencakup upaya-upaya
perluasan jumlah dan diverifikasi jenis atraksi yang ditawarkan
kepada pengunjung wisatawan. Strategi yang dilaksanakan
mencakup:
a. melaksanakan diversifikasi atraksi tingkat lanjut sejalan dengan

dekonsentrasi tempat-tempat wisata di wilayah perluasan untuk
meningkatkan lama tinggal wisatawan;

b. mengoptimalkan pengembangan dan revitalisasi aset objek
pemajuan kebudayaan dan cagar budaya serta alam; dan

c. melanjutkan peningkatan frekuensi dan kualitas layanan
transportasi yang terintegrasi melalui peningkatan konektivitas
dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama
Daerah lstimewa Yograkarta (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta
Api T[rgu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan
wilayah Joglosemar (Bandar Udara Internasional Ahmad Yani dan
Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo), Terminal Penumpang
Tipe A (Mangkang dan Tirtonadi), Stasiun Kereta Api (Tawang dan
Solo Balapan), Pelabuhan Tanjung Mas, dan antar KTA DPN BYP
dengan Kawasan Joglosemar menggunakan jaringan transportasi
jalan dan/atau kereta api (lintas Bandar Udara YlA-Yograkarta)
yang terintegrasi dengan kapasitas yang memadai.

BABIII ...
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dengan pola perjalanan bertajuk Borobudur Trail of Ciuilization
yakni merupakan sebuah pola perjalanan wisata minat khusus
trcritage yang berfokus pada jejak peradaban dan kebudayaan
pada masa kerajaan Mataram Kuno dengan memiliki 9 (sembilan)
sub tema yang diambil dari interpretasi relief Candi Borobudur,
dikemas secara menarik dan memiliki unsur pendidikan-
pengalaman-hiburan.

Pada tahap pertama, terdapat 9 (sembilan) sub tema yang
dikembangkan sebagai berikut:
1) waluku: budaya peradaban,'
2l tubuh dan jiwa,'
3) keterampilan tangan,'
4l dunia flora tropis;
5) bintang berjalan;
6) sudhana manohara: kisah cinta abadi;
7l perjalanan dari bebatuan,'
8) cerita fabel jenaka; dan
9) musik dan irama.
Pola pengembangan Pariwisata di Candi Borobudur dan
Candi Prambanan akan mendukung pelestarian Outstanding
Uniuersal Value (OUV) berdasarkan pedoman operasional untuk
implementasi konvensi warisan dunia menyatakan bahwa
rencana pengelolaan, termasuk rencana pengelolaan pengunjung,
harus disiapkan untuk setiap situs warisan dunia dalam rangka
mempertahankan OUV. Pelestarian OUV juga mencakup upaya
untuk mempertahankan bentang pandang dan fungsi pertanian
di sekitar Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Pola pengembangan kawasan Purwomanggung meliputi
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan
pusat pengembangan di Kota Magelang. Distribusi pengembangan
Pariwisata di kawasan ini memanfaatkan kedatangan wisatawan
melalui YIA untuk disebarkan melalui jalur Purwomanggung.

c.
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budaya yang terletak di Kabupaten Sleman (kawasan candi),
Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Penguatan kerja sama
tiga kota juga mengarahkan pembangunan infrastruktur yang
akan semakin terpadu.

e. Diversifikasi tematik pengembangan destinasi di DPN BYP dan
KSPN sekitarnya dilakukan dengan menambahkan tema:
1) wisata melihat matahari terbit/terbenam, serta wisata

petualangan ringan seperti pendakian jarak pendek dan
susur sungai di Borobudur;

2) wisata alam di sekitar kawasan Gunung Merapi/Merbabu,
Gunung Sindoro/Sumbing, Wonosari, dan Taman Bumi
(geopark)Gunung Sewu;

3) wisata pantai dan laut di pantai selatan dan tenggara
Daerah Istimewa Yoryakarta dan kepulauan Karimunjawa;

4l wisata belanja di sekitar YIA;
5) wisata kota lama di Semarang; dan
6) wisata jelajah tematik dengan tur jalan kaki, bersepeda, atau

mengemudi, misal Jalur Diponegoro, rute Gerilya Jenderal
Sudirman, Cradle of tlrc Republic, TrailTemple, TrailVolcano,
Traditional Life of Jaua, Musik dan Teater Jawa, Gastronomi
Jawa, dan lain sebagainya.

f. Pengelolaan dan penanggulangan bencana dalam pola
dekonsentrasi lebih banyak difokuskan pada wilayah Joglosemar,
khususnya terkait dengan penyediaan lahan untuk
pengembangan destinasi maupun atraksi baru di KSPN Dieng,
Rawa Pening-Gedong Songo, Karimunjawa, Sangiran,
Pantai Selatan, Kawasan Karst Gunungsewlt, kawasan otoritatif
BOB di Purworejo, serta KPPN Semarang Kota dan Surakarta,
mengingat ketersediaan lahan di kawasan BYP relatif terbatas.

Peningkatan Aksesibilitas
a. Peningkatan kinerja jaringan jalan yang ada, baik jalan nasional,

jalan provinsi maupun jalan kabupaten untuk menghubungkan
antar kawasan wisata seperti dari DPN BYP ke KSPN Dieng di
Wonosobo, KSPN Karst Gunung Kidul, KSPN Pantai Selatan
Yoryakarta, KSPN Merapi-Merbabu, KSPN Karimunjawa, dan
KSPN Sangiran. Pembangunan jalan tol Bawen-Yoryakarta
dengan akses pintu tol di Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Borobudur diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas
ke kawasan tersebut. Rencana pembangunan jalan tol
Solo-Yograkarta-Kulon Progo juga diharapkan mampu
memberikan alternatif bagi wisatawan dalam memilih pintu
gerbang kedatangan dan mengatur jadwal perjalanan.
Pembangunan akses jalan alternatif lain, misalnya dari YIA
menuju Candi Borobudur melalui Jalur Bedah Menoreh,
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dapat dilaksanakan untuk mempersingkat waktu tempuh
wisatawan yang hendak langsung menuju kawasan
Candi Borobudur sambil menikmati wisata alam.

b. Pengintegrasian konektivitas simpul-simpul transportasi
Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur agar terhubung
secara regional dengan Kawasan Cagar Budaya Nasional
Prambanan, Kota Yograkarta, dan kawasan Joglosemar yang
lebih luas. Konektivitas untuk mendukung kedatangan
wisatawan mancanegara dari YIA di Kulon Progo, Bandar Udara
Internasional Ahmad Yani di Semarang, dan Bandar Udara
Internasional Adi Soemarmo di Boyolali dapat dilengkapi dengan
aksesibilitas ke berbagai kawasan wisata di BYP dan wilayah yang
lebih luas di kawasan Joglosemar. Sebagai contoh, peningkatan
layanan kereta api yang menghubungkan YIA menuju
Stasiun Tugu di Kota Yograkarta, serta reaktivasi layanan kereta
dari Ambarawa-Magelang-Borobudur-Yograkarta diharapkan
menambah cakupan layanan transportasi publik menuju
kawasan destinasi Pariwisata di Kawasan Cagar Budaya Nasional
Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, serta
Kota Yograkarta.

Pelestarian Warisan Budaya
Kawasan BYP memiliki situs warisan dunia yang ditetapkan

UNESCO, yaitu Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi
Prambanan, dan Sumbu Filosofi Yograkarta. Berdasarkan warisan
budaya di kawasan BYP, pelestarian warisan budaya yang akan
dilakukan yaitu:
a. peningkatan pengetahLlan, pemahaman, apresiasi, dan

interpretasi masyarakat dan pengunjung terhadap nilai penting
pada setiap situs, melalui penyediaan informasi, sosialisasi, dan
peningkatan kapasitas;

b. pengembangan kerja sama yang melibatkan seluruh Pemangku
Kepentingan dalam pelestarian warisan budaya; dan

c. pengawasan dan pengendalian pemberian izin bangunan pada
zor:'a-zorLa tertentu dan mempertahankan karakter kawasan
dalam rangka melestarikan OUV.

Peningkatan Kualitas Lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan diawali dengan penJrusunan

atau pembahaman Rencana Detail Tata Ruang oleh pemerintah
kabupaten/kota di kawasan BYP dalam rangka menjaga harmonisasi
dan konsistensi pemanfaatan ma.ng, menjaga ekosistem dan
keanekaragaman hayati, menjaga lanskap budaya, serta
mengendalikan izin pengembangan atraksi dan amenitas wisata.
Upaya ini diperkuat dengan pemantauan terhadap kualitas udara
pada seluruh kawasan perkotaan, pusat-pusat aktivitas, serta

4
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Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur dan Kawasan Cagar
Budaya Nasional Prambanan. Penggunaan kendaraan berbahan bakar
rendah emisi akan dipromosikan yang didukung dengan penyediaan
insentif bagi penggunanya.

5. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan untuk Pemenuhan Pangan
Mandiri serta Pengembangan Agrowisata

Mempertahankan lahan pertanian di kawasan BYP dengan
pola pertanian yang berkelanjutan merupakan bagian dari pelestarian
OUV. Pelaksanaannya diperkuat dengan pemberdayaan dan
regenerasi petani yang dilakukan dengan pola pertanian yang semakin
produktif dan modern.

Pengembangan pertanian berkelanjutan ini juga mencakup
penguatan aktivitas pendukung di luar ladang sebagai bagian dari
peningkatan nilai tambah Pariwisata. Salah satu aktivitas pendukung
tersebut adalah pengembangan wisata pedesaan berbasis pertanian
yang tersebar di kawasan BYP. Kegiatan pertanian mulai dari
menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian yang dapat
dikemas menjadi atraksi wisata. Aktivitas yang dikembangkan
diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi
generasi muda dan ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, nilai
tambah yang dihasilkan dari aktivitas agrowisata diharapkan dapat
mendukung pelestarian lahan-lahan pertanian di dalam kawasan BYP.

6. Pembangunan yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko Bencana,
Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Sosial

Setiap kegiatan pengembangan Pariwisata akan
mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap lingkungan, sosial
kemasyarakatan, dan risiko bencana multi bahaya. Perencanaan
penanggulangan bencana akan dilengkapi dengan penguatan
kelembagaan dan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan risiko
resiliensi bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan partisipasi
seluruh Pemangku Kepentingan dan warga yang berpotensi
terdampak.

7. Peningkatan Kualitas Amenitas melalui Pemenuhan Standar
Internasional

Peningkatan kualitas amenitas melalui pemenuhan standar
internasional merupakan bagian dari upaya penyediaan layanan
Pariwisata yang berkualitas dan paripurna. Pelaksanaannya akan
didukung dengan peningkatan kapasitas penyedia amenitas dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang Pariwisata dalam
penerapan standar pelayanan yang lebih tinggi dan pemeliharaannya.
Selain itu, terwujudnya manajemen pengelolaan pondok wisata
terintegrasi juga diharapkan dapat memberikan peluang dan kerja
sama untuk mendukung peningkatan kualitas amenitas dalam
memenuhi standar internasional.
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Selanjutnya untuk mendukung pola dekonsentrasi,

pengembangan Pariwisata di DPN BYP difokuskan pada 3 (tiga) KTA,
yaitu: Borobudur, Yograkarta, dan Prambanan yang diharapkan
menjadi pengungkit perkembangan Pariwisata di BYP. Rencana
pengembangan wilayah di masing-masing KTA diuraikan sebagai
berikut:
a. Rencana Pengembangan KTA Borobudur

Berdasarkan pengembangan dekonsentrasi, pengembangan
pada KTA Borobudur tidak terbagi dalam Sub KTA karena
difokuskan pada satu kawasan berbasis budaya yang terbagi
dalam beberapa segmen di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan
Mungkid. Prinsip utamanya yaitu:
1) memperkuat OUV di Kompleks Candi Borobudur;
2) mempertahankan karakter dari kawasan perdesaan; dan
3) menyebarkan atraksi wisata agar tidak terpusat di Candi

Borobudur.

Penahapan pembangunan spasial dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk kegiatan Pariwisata.
Pada tahap pertama, pengembangan rlrang diarahkan pada
pengembangan amenitas dan akomodasi, serta keterhubungan
desa-desa wisata di Kecamatan Borobudur yang didukung
adaptasi teknologi untuk layanan Pariwisata. Pada tahap kedua
dan tahap ketiga, pengembanga.n mulai difokuskan di Kawasan
Palbapang dan jalur antara Yoryakarta-Magelang dan Magelang-
Salaman. Pada tahap ini pengembangan lebih difokuskan di luar
Borobudur, dengan mengembangkan amenitas dan akomodasi di
jalan Magelang-Blondo. Untuk tahap keempat dan tahap kelima
pengembangan diperluas mencakup kawasan Joglosemar.

Secara garis besar, pada tahap pertama, pengembangan
dimulai di Kecamatan Borobudur dan Mungkid, yaitu:
1) Pariwisata budayautama Borobudur-Pawon-Mendut;
2l Pariwisata Campuran Balai Ekonomi Desa 20 (dua puluh)

desa wisata;
3) amenitassegmenBlondo-Palbapang;
4l Pariwisata perkotaan gerbang kawasan 4 (empat) lokasi

(Gerbang Palbapang, Gerbang Blondo, Gerbang Klangon,
Gerbang Kembanglimus); dan

5) pelestarian Bekas Danau Purba.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan
dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain di sekitar KTA
Borobudur, yaitu:
1) Pariwisata berbasis alam Pegunungan Menoreh;
2) pemukiman Mungkid-Mertoyudan;
3) amenitas Kota Magelang; dan
4l Pariwisata berbasis alam Kecamatan Tempuran.
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arkeologi di zona 4 sampai zona 5, menciptakan lingkungan
yang ekologis dan berwawasan lingkungan, dan menata
kembali tampilan bangunan di dalam zorta 2 sampai zona 5
dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah yang
sejalan dengan peraturan tata ruang yang berlaku dan
meningkatkan kualitas fisik jalur utama wisata dan
ibadah ziarah di sepanjang garis imajiner sumbu Borobudur-
Pawon-Mendut, terutama untuk fasilitas pejalan kaki dan
pengendara sepeda/ kendaraan non-motor lainnya.
a) Zonasi Kompleks Candi Borobudur

Berdasarkan Masterplan Borobudur Archaeological
Park (Japan International Cooperation Agencg/JICA,
1979) yang telah direvisi pada tahun 2O2l dalam
dokumen Borobudur Temple Compounds Management
Plan, zonasi Kompleks Candi Borobudur terdiri atas:
(1) zoraa 1: Candi Borobudur dialokasikan sebagai

zorla sakral (sancfiiary area);
(21 zot:.a 2: Candi Borobudur merupakan taman

arkeologi;
(3) zorla 3: pengembangan (land use regulation zone)

dalam rangka menunjang kelestarian candi;
(4) zorla 4: pelindungan bentang pandang Borobudur

(hi.storical scenery preseruation zone); dan
(5) zoraa 5: pelindungan kawasan arkeologi (national

archae ological p ark zone ).
Upaya perbaikan KDB pada zorta2 akan dilakukan

sekaligus dengan peningkatan kualitas bangunan yang
sudah ada dan pengembalian karakter alami dari
lanskap Borobudur, antara lain mencakup:
(1) revitalisasi Museum Samudra Raksa dengan

memanfaatkan bangunan lama disesuaikan
dengan KDB dan dibuat selaras dengan
lanskapnya serta pembangunan Museum
Borobudur;

(2) revitalisasi klaster pengetahuan dan rekreasi, serta
pusat pengunjung, memanfaatkan bangunan lama
yang disesuaikan KDB dan dibuat selaras dengan
lanskapnya;

(3) revitalisasi plaza penerima dan plaza ziara}:.,
dengan memanfaatkan bangunan lama yang
nantinya akan dilengkapi dengan loket pengunjung
selaras dengan lanskapnya;

(4) revitalisasi bekas Hotel Manohara menjadi
Borobudur sfudy center dibuat selaras dengan
lanskap; dan
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